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KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PENETAPAN WARISAN GEOLOGI (GEOHERITAGE) DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA.

Abstrak :

Catatan :

- bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Warisan Geologi

(Geoheritage) yang memenuhi kriteria untuk dilindungi, dilestarikan
dan dimanfaatkan sebagai objek penelitian, pendidikan kebumian,
dan geowisata. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai
dengan ketentuan Psasal 4 ayat (4) dan Pasal 8 Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage), perlu
menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) Daerah
Istimewa Yogyakarta,

Dasar Hukum Kepmen ini adalah:

UU No. 26 Th 2007; UU No. 23 Th 2014 jis UU No. 9 Th 2015; PP
No. 26 Th 2008 jo PP No. 13 Th 2017; Perpres No. 68 Th 2015 jo
Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 9 Th 2019; Permen ESDM
No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 32 Th 2016; Permen ESDM
No. 1 Th 2020; Kepmen ESDM No. 2026 K/40/MEM/2018.

Kepmen ini mengatur mengenai :

Menetapkan Warisan Geologi (Geoheritage) Daerah Istimewa
Yogyakarta yang dituangkan dalam Peta Sebaran Situs Warisan
Geologi (Geosite) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Peta Sebaran Situs Warisan Geologi (Geosite) Daerah Istimewa
Yogyakarta Tiap Lokasi Kapanewon/Kecamatan dan matriks
identifikasi Warisan Geologi (Geoheritage) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Il dan Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri
ini.

Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat
dijadikan sebagai acuan dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah
daerah provinsi, kabupaten, dan kota serta dapat digunakan
sebagai dasar pengembangan Geopark.

Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta, 28 Januari 2021.



